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ABSTRAK 

Setiap perusahaan khususnya perusahaan besar tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk 
melakukan kontribusi wajib ke kas negara yaitu pembayaran pajak. Adanya fenomena 
penerimaan pajak sepanjang 2019 mengalami tekanan. Manufaktur dan pertambangan 
menjadi sektor yang paling besar mengalami penurunan setoran pajak ke kas negara. 
Laporan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pelaksanaan Corporate Social 
Responsibility dan Komisaris Independen terhadap Perencanaan Pajak secara legal di PT. 
INKA (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan judul asosiatif kausal dan menggunakan sumber data primer. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pelaksanaan Corporate Social 
Responsibility berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak secara Legal PT.INKA (Persero), 
kemudian Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak Secara 
Legal di PT.INKA (Persero). Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh antara 
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen terhadap 
Perencanaan Pajak secara legal di PT.INKA (Persero). 

Kata Kunci : Perencanaan Pajak secara Legal, Pelaksanaan Corporate Social 
Responsibility, Komisaris Independen 

ABSTRACT 

Every company, especially large companies, cannot be separated from its responsibility to 
make mandatory contributions to the state treasury, namely paying taxes. The phenomenon 
of tax revenue throughout 2019 has come under pressure. Manufacturing and mining were 
the sectors with the largest decline in tax payments to the state treasury. This thesis report 
aims to determine the effect of the implementation of corporate social responsibility and 
independent commissioners on legal tax planning at PT. INKA (Persero). The research 
method used in this research is a quantitative method with the title of causal associative 
and uses primary data sources. The results of this study indicate that partially the 
implementation of Corporate Social Responsibility has an effect on Legal Tax Planning of 
PT. INKA (Persero), then the Independent Commissioner has no effect on Legal Tax 
Planning at PT. INKA (Persero). Meanwhile, simultaneously there is an influence between 
the implementation of Corporate Social Responsibility and the Independent Commissioner 
on legal tax planning at PT.INKA (Persero). 

Keywords: Legal Tax Planning, Implementation of Corporate Social Responsibility, 
Independent Commissioner 
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PENDAHULUAN 

Pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat yang tidak 
mendapatkan imbalan langsung namun diberikan melalui penyediaan fasilitas umum yang 
disediakan oleh negara dengan kata lain pajak itu berasal dari masyarakat untuk masyarakat 
juga. “Penerimaan pajak sepanjang 2019 mengalami tekanan. Manufaktur dan 
pertambangan menjadi sektor yang paling besar mengalami penurunan setoran pajak ke kas 
negara.” Realiasi penerimaan perpajakan nasional tahun lalu mencapai 86,5% terhadap 
total penerimaan negara dalam APBN 2019. Jumlah tersebut melenceng dari target 
penerimaan perpajakan dalam APBN 2019 yang sebesar Rp1.786,4 triliun. Penerimaan 
perpajakan 2019 hanya tumbuh 1,7% dibanding realisasi penerimaan perpajakan pada 
tahun 2018. “Setoran pajak sektor manufaktur dan pertambangan tercatat tumbuh negatif.” 
Hal ini dikarenakan “berhubungan langsung dengan harga komoditas dan perdagangan 
internasional.”  

Berdasarkan berita yang saya peroleh dari (Setiawan, 2020) menyatakan bahwa, 
“penerimaan pajak sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp365,39 
triliun.””Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari capaian tahun lalu 
yang mampu tumbuh 10,9%.” “Sektor ini menjadi penyumbang utama penerimaan pajak 
dengan kontribusi sebesar 29,4%.” “Sri Mulyani menjabarkan tertekannya sektor usaha 
manufaktur itu dikarenakan restitusi yang tumbuh 18,05%.” “Selain itu, kinerja pajak 
penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) Impor dari sektor manufaktur 
tumbuh negatif 9,2%.” Berikut adalah jumlah realisasi penerimaan pajak yang terlah 
tercatat oleh kementerian keuangan : 

Tabel 1  Penerimaan Pajak dalam APBN 2019 

 
Perusahaan yang berdiri atau didirikan di Indonesia dan melakukan produksi, secara 

otomatis memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan porsi dan aturan yang 
berlaku. Perencanaan Pajak secara legal dalam suatu perusahaan apabila perusahaan 
berusaha melakukan perencanaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
Sehingga tetap menjalankan kewajiba sebagai Wajib pajak badan namun sesuai dengan 
rencana yang telah di tentukan demi kemajuan perekonomian perusahaan.  Perusahaan 
yang memiliki orientasi/tujuan pada laba  memiliki kemungkinan untuk selalu 
memaksimalkan laba dan menurunkan semua biaya-biaya, termasuk menurunkan beban 
pajak bahkan menghilangkan kewajiban pajak. “Oleh karena itu ada beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi” Perencanaan Pajak secara legal yang terjadi di suatu perusahaan 
yaitu antara lain Pelaksanaan Corporate Social Responsiility dan Komisaris Independen. 

“PT Industri Kereta PT INKA (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) manufaktur kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara (ASEAN).” 
“Perusahaan ini berfokus pada menghasilkan produk dan jasa perkereta apian  yang 
berkualitas tinggi bagi pelanggan.” “PT INKA (Persero) juga menyediakan berbagai 
macam produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan melakukan after sales untuk 
memastikan bahwa pelanggan menerima produksi dengan kualitas terbaik.” “Perusahaan 
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besar khususnya BUMN  tentu sudah paham mengenai pajak dan bagaimana 
menerapkannya namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang lalai dalam kewajiban 
perpajaknnya.” 

Berdasarkan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu (Tiaras & Wijaya, 
2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat  Perencanaan Pajak secara legal. Hal  ini menunjukkan adanya indikasi bahwa 
dewan komisaris independen dari luar perusahaan yang merupakan bagian dari dewan 
komisaris perusahaan tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap 
manajemen. Kemudian menurut penelitian yang telah dilakukan (Gunawan, 2017)  
menyatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak secara legal. 
Semakin luas pengungkapan CSR maka perusahaan cenderung semakin agresif terhadap 
pajak. “Perusahaan yang mengungkapkan CSR lebih banyak akan cenderung melakukan 
Perencanaan Pajak secara legal karena perusahaan yang melakukan Perencanaan Pajak 
secara legal berusaha melakukan pengalihan perhatian sehingga mengungkapkan aktivitas 
CSR lebih luas untuk mendapat citra positif dari para stakeholder.” 

Berdasarkan latar belakang fenomena dan beberapa hasil penelitian terdahulu , maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen Terhadap Perencanaan 
Pajak secara Legal di PT INKA (Persero). “Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Komisaris 
Independen terhadap Perencanaan Pajak secara legal baik secara parsial maupun simultan 
di PT.INKA (Persero).” 

KAJIAN PUSTAKA 
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

Menurut (Solihin, 2015) menyatakan bahwa, “tanggung jawab sosial perusahaan 
(Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab 
perusahaan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders)” 

 Menurut Robbins dan Coulter dalam (Ismail:2015) menyatakan, “Perkembangan 
CSR dalam sebuah kontinum adopsi pelaksanaan CSR perusahaan kepada berbagai 
kosntituen”. Berikut tahap-tahap pelaksanaan CSR dalam sebuah perusahaan : 

1. Pemegang saham dan Manager 
2. Pekerja 
3. Masyarakat Setempat  
4. Masyarakat Luas 

“Komisaris Independen”  
“Menurut Pasal 120 ayat (2) dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa “Komisaris Independen adalah 
Komisaris dari pihak luar”.”” Pasal 120 ayat (2) UUPT juga mengatur bahwa “Komisaris 
Independen diangkat dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, 
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya”.” Dalam pasal 21 ayat (2) 
POJK 33/20114, Komisaris Independen harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

- “Berasal dari luar emiten/perusahaan public” 
- “Tidak memiliki saham langsung atau tidak langsung” 
- “Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten” 
- “Tidak mempunyai hubungan usaha langsung ataupun tidak langsung” 
 

Perencanaan Pajak  
Menurut (Pohan, 2016) menyatakan bahwa “Perencanaan pajak adalah proses 

mengorganisasi usaha wajib pajak OP maupun badan usaha sedemikian rupa dengan 
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memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam 
koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat menbayar pajak 
dalam jumlah minimum”. Berikut penghindaran pajak yang dianjurkan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak atau yang merupakan perencanaan pajak secara legal antara lain Pinjaman 
ke Bank, Pemberian Natura dan Kenikmatan, Hibah, dan Pemanfaatan PP No 23 tahun 
2018. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatitf dengan judul 
asosiatif kausal. Penelitian ini juga menggunakan jenis metode penelitian survey, dengan 
teknik pengumpulan datanya kuesioner. 
Operasional Variabel 

Berikut adalah operasional variabel mengenai variabel dalam penelitian :
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Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan memberikan koesioner kepada 
karyawan unit pajak dan unit CSR PT. INKA (Persero) dan anak perusahaan PT. INKA 
(Persero) yaitu PT.IMS (INKA Multi Solusi). Menurut (Sugiyono, 2019) menyatakan, “ 
kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. 
“Populasi dan Sampel” 

Didalam “penelitian ini yang merupakan populasi adalah karyawan PT. INKA 
(Persero) dan karyawan anak perusahaan PT. INKA (Persero) yaitu PT. IMS (INKA Muti 
Solusi).” Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non 
probability sampling dengan metode Sampling Purposive. Menurut  (Sugiyono, 2019) 
menyebutkan “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Untuk sampel 
atau jumlah responden yang ada dalam penelitian ini berjumlah 40 responden/sampel yang 
terdiri dari 20 karyawan unit pajak dan CSR dari PT.INKA (Persero) dan 20 karyawan unit 
Pajak dan CSR dari anak perusahaan yaitu PT.IMS (INKA Multi Solusi). 
Teknik Analisis Data  

Menurut (Sugiyono, 2019) menyatakan “terdapat beberapa 2 macam statistik yang 
digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik 
inferensial”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis data kuantitatif dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dan 
program SPSS (Statistic Package for Social Sciences) versioan 25.00 sebagai alat untuk 
menguji data tersebut.  

“Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji normalitas data, 
Uji Validitas dan Reliabilitas, Analisis Korelasi Berganda, Analisis Regresi Berganda, 
Koefisien Determinasi, Uji T dan Uji F.” 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
“Uji Normalitas Data” 

“Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov” 

 
Sumber : Data Primer diolah dengan Program SPSS Versi 25.00 
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Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel 
dinyatakan normal karena hasil yang terdapat pada tabel Test of Normality Kolmogorov 
Smirnov nilai sig > 0.05. 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Berikut ini tabel hasil validitas kuesioner setiap variabel : 

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (X1) 

 
Tabel 5 Hasil Uji Validitas Komisaris Independen (X2) 

 
Tabel 6  Hasil Uji Validitas Perencanaan Pajak secara legal (Y) 

 
Berdasarkan hasil perhitungan dari keseluruhan item pernyataan variabel X1, X2, dan 

Y di atas, seluruh pernyataan dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari > 0.3. 
“Seperti telah ditentukan bahwa jika koefisien korelasi (r hitung) lebih besar dari 0.3 maka 
dapat dikatakan instrument pernyataan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.” 

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1, X2, dan Y 
 

 
Berdasarkan tabel uji reliabilitas variabel Pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility (X1), Komisaris Independen (X2), dan Perencanaan Pajak secara legal (Y) 
diatas, “dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat 
dikatakan memiliki tingkat reliabilitas yang baik karena nilai Cronbach’s Alpha lebih besar 
dari nilai Cronbach’s Alpha standart (0,6).”  
 
Analisis Korelasi Berganda 

Tabel 8 Analisis Korelasi Berganda Spearman Rank 
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Untuk variabel Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (X1) dengan 
Perencanaan Pajak secara legal (Y) nilai korelasi anatar kedua variabel tersebut adalah 
0,348  ini berarti bahwa korelasi antara Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (X1) 
terhadap Perencanaan Pajak secara legal (Y) berada dalam kategori “ Rendah  “ yang 
dapat dilihat pada ukuran dengan nilai rentang antara 0,20 – 0,39. 

Sedangkan untuk variabel Komisaris Independen (X2) dengan Perencanaan Pajak 
secara legal (Y) niliai korelasi antara keduanya adalah 0,261. Angka korelasi 
menunjukkan bahwa korelasi antara Komisaris Independen dengan Perencanaan Pajak 
secara legal berada dalam kategori “ Rendah  “ yang dapat dilihat pada ukuran dengan 
nilai rentang antara 0,20 – 0,39. 

 
Tabel 9 Analisis Koefisien Korelasi Ganda 

 
Sumber : Data Primer diolah dengan Program SPSS Version 25.00 

 
Dengan angka R sebesar 0,389  menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang rendah 

antara Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (X1) dan Komisaris Independen (X2) 
dengan Perencanaan Pajak secara legal (Y). 
Analisis Regresi Berganda. 

Tabel 10 Analisis Regresi Linier Ganda 
 

Berdasarkan tabel diatas pada kolom unstandardized Coefficients bagian B 
diperoleh persamaan analisis regresi ganda sebaga berikut : 

Y = 13,708 + 0,336X₁ + 0,229X₂ 
“Dari persamaan regresi tersebut, maka dapat diartikan sebagai berikut :” 

1. “Jika nilai variabel Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (X1) dan 
Komisaris Independen (X2) adalah 0, maka nilai variabel Perencanaan Pajak 
secara legal adalah 13,708.” 
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2. Jika nilai variabel Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (X1) bertambah 1, 
maka nilai variabel Perencanaan Pajak secara legal akan bertambah sebesar 0,336 
dan menghasilkan nilai Perencanaan Pajak secara legal sebesar 14,044. Karena 
koefisien regresi bernilai positif, maka terjadi hubungan positif antara Pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility (X1) terhadap Perencanaan Pajak secara legal (Y) 

3. Sedangkan jika nilai variabel Komisaris Independen (X2) bertambah 1, maka nilai 
variabel Perencanaan Pajak secara legal akan bertambah sebesar 0,229 dan 
menghasilkan nilai Perencanaan Pajak secara legal sebesar 13,708.  

 
 
Koefisien Determinasi 

Tabel 11 Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

 
Sumber : Data Primer diolah dengan Program SPSS Version 25.00 

 
Kd = 0,151 x 100% 
Kd = 15% 

Data diatas menunjukkan presentase pengaruh variabel Pelaksanaan Corporate 
Social Responsibility (X1) dan Komisaris Independen (X2) dengan Perencanaan Pajak 
secara legal (Y) sebesar 15% sedangkan 85 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti oleh penulis. 

Pengujian Hipotesis 
Uji T (Parsial) 

Tabel 12 Hasil Perhitungan Uji T    

 
“Berdasarkan tabel perhitungan SPSS (Statistical Product and Service Solution) 

Version 25.00 diatas, dijelaskan sebagai berikut :” 
1. “Pengaruh Pelaksanaan Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Pajak 

secara legal menunjuukan hasil signifikansi sebesar 0.076 dari taraf signifikansi 
sebesar 0,05 dengan nilai t tabel 1,686 dimana nilai t hitung tersebut lebih besar dari t 
tabel ( 1,827 > 1,687) maka Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility berpengaruh secara signifikan terhadap Perencanaan 
Pajak secara legal.”  

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Perencanaan Pajak secara legal 
menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,271 dari taraf signifikansi sebesar 0,05 
dengan nilai t tabel 1,686 dimana t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel ( 1,118 < 
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1,687) maka Ha ditolak dan dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak secara legal.  

Berikut kurva Uji T variabel Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Komisaris 
Independen : 
 

Gambar 1 Kurva Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 
 

Sumber : Diolah sendiri berdasarkan hasil SPSS Versi 25.00 
Gambar 2 Kurva Komisaris Independen 

 
Sumber : Diolah sendiri berdasarkan hasil SPSS Versi 25.00 

Uji F (Simultan) 

 
Sumber : Data Primer diolah dengan Program SPSS Version 25.00 
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“Berdasarkan perhitungan SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 
25.00, maka didapat hilai F hitung sebesar 3,292 dengan derajat kebebasan pembilang sama 
dengan nilai 2 (variabel independen ) dan derajat kebebasan penyebut 37 didapat dari dk=n-
k-1 (dk = 40-2-1) dimana tingkat signifikan 5% maka didapat f tabel sebesar 3,25 ( F tabel 
terlampir).” “Sehingga f hitung lebih besar daripada f tabel ( 3,292 > 3,25).” “Maka Ho 
ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen terhadap Perencanaan Pajak 
secara legal di PT. INKA (Persero).” 

  
Pengaruh Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (X1) terhadap 

Perencanaan Pajak secara legal (Y) 
“Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel, untuk 

variabel Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dimana nilai t hitung tersebut lebih 
besar dari t tabel (1,827 > 1,686).” “Artinya Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 
berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak secara legal.” 

Menurut (Solihin, 2015) menyatakan “tanggung jawab sosial perusahaan 
(Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab 
perusahaan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders)”. Dilihat dari hasil Uji T, 
dmana telah terbukti bahwa adanya Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di sebuah 
perusahana cukup membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bentuk dari 
tanggung jawab perusahaan. “Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh (Gunawan, 2017) yaitu Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 
Perencanaan Pajak secara legal yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan 
terhadap Perencanaan Pajak secara legal.” Sehingga adanya pelaksanaan CSR maka 
perencanaan pajak perusahaan bisa berjalan sesuai KUP yang berlaku.   
Pengaruh Komisaris Independen (X2) terhadap Perencanaan Pajak secara legal (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai ( t hitung > t tabel ) untuk 
variabel Komisaris Independen, dimana nilai t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel (1,118 
> 1,686). Artinya Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
Perencanaan Pajak secara legal. 

Menurut Pasal 120 ayat (2) dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (UUPT), “Komisaris Independen adalah Komisaris dari pihak 
luar”. Dilihat dari hasil Uji T, dimana tidak berpengaruh karena komisaris Independen 
tidak memiliki wewenang yang penuh atas Perencanaan Pajak perusahaan, “Hasil 
penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tiaras & Wijaya, 2017) 
yaitu Pengaruh Komisaris Independen terhadap Perencanaan Pajak secara legal yang 
menyatakan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
Perencanaan Pajak secara legal perusahaan.””Dimana terdapat indikasi bahwa dewan 
komisaris independen dari luar perusahaan yang merupakan bagian dari dewan komisaris 
perusahaan tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap manajemen.” 

 
“Pengaruh Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (X1) dan Komisaris 
Independen (X2) terhadap Perencanaan Pajak secara legal (Y)” 

“Uji F pada penelitian ini didapat nilai f hitung sebesar 3,292 Sehingga f hitung lebih 
besar daripada f tabel (3,292 > 3,25).” “Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen terhadap 
Perencanaan Pajak secara legal.” 

Menurut (Pohan, 2016) menyatakan bahwa, “Perencanaan pajak adalah proses 
mengorganisasi usaha wajib pajak OP maupun badan usaha sedemikian rupa dengan 
memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam 
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koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat menbayar pajak 
dalam jumlah minimum”. “Dilihat dari Uji F, dimana terdapat pengaruh antara Pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen terhadap Perencanaan Pajak 
secara legal.” “Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Pelaksanaan Corporate 
Social Responsibility (X1) maka akan mempengaruhi tingkat Perencanaan Pajak secara 
legal di perusahaan dan adanya komisaris independen sebagai anggota dewan perusahaan 
meskipun sangat sedikit namun berpengaruh karena apabila terdapat faktor yang saling 
mempengaruhi satu sama lain.” 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. “Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variael Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 
dengan Perencanaan Pajak secara legal di PT. INKA (Persero).” 

2. “Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel Komisaris Independen terhadap Perencanaan 
Pajak secara legal di PT. INKA (Persero).” 

3. “Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 
dan Komisaris Independen terhadap Perencanaan Pajak secara legal di PT. INKA 
(Persero).” 

 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran untuk menjadi 
masukan bagi peneliti selanjutnya. “Peneliti selanjutnya disarankan agar menambah obyek 
penelitian khususnya ke semua anak perusahaan PT.INKA (Persero) dan jumlah 
pengambilan sampel agar hasil penelitian semakin akurat. Peneliti selanjutnya juga 
disarankan untuk menambah variabel yang lebih kompleks agar lebih mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi Perencanaan Pajak secara legal di PT.INKA (Persero).” 
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